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RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

TAHUN

TENTANG
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN

YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK
I NDONESIA ;

Menimbang :

a. bahwa negara Republik Indo-
nesia, sebagai negara hukum
yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar
1945, bertujuan mewujudkan
tata kehidupan bangsa yang
sejahtera, aman, tenteram,
dan tertib;

b. bahwa dalam mewujudkan

tata kehidupan tersebut dan
menjamin persamaan ke~
dudukan warga negara dalam
hukum, diperlukan upaya
untuk menegakkan ketertib-
an, keadilan, kebenaran dan
kepastian hukum yang mam-
pu memberikan pengayoman

- kepada masyarakat, khusus-
nya dalam hubungan antara
masyarakat dan badan tata
usaha negara;

c. bahwa sehubungan dengan

pertimbangan tersebut, dan

2. Undang-undang

sesuai. dengan  Undang-
undang Nomor 14 Tahun 1970
tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakim-
an, diperlukan Undang-un-
dang yang mengatur Susun-
an, Kekuasaan dan Acara
Peradilan Tata Usaha Negara.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat
(1), Pasal 24 dan Pasal 25
Undang-Undang Dasar 1945;

Nomor 14

Tahun 1970 tentang Ketentu-

an-ketentuan Pokok Kekuasa-

an Kehakiman (Lembaran Ne-

gara Tahun 1970 Nomor 74,

Tambahan Lembaran Negara

Nomor 2951);

3. Undang-undang Nomor 14

Tahun 1985 tentang Mahka-
mah Agung (Lembaran Ne-
gara Tahun 1985 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3316).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

 Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG
PERADILAN TATA USAHA
NEGARA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang di-
maksud dengan :

1.

Tata Usaha Negara adalah fung-
si untuk menyelenggarakan
urusan pemerintahan;

. Badan Tata Usaha Negara ada-

lah Badan yang menyelenggara-
kan kegiatan Tata Usaha Ne-
gara,

. Pejabat Tata Usaha Negara ada-

lah seseorang yang berdasarkan
peraturan perundang-undangan
berwenang untuk mengambil
keputusan di bidangnya dalam
rangka melaksanakan salah satu
kegiatan Tata Usaha Negara;

. Keputusan Tata Usaha Negara

adalah suatu penetapan tertulis
yang dikeluarkan oleh Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara
yang berisi tindakan hukum tata
usaha negara berdasarkan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku yang bersifat
konkrit, individual dan final
yang  menimbulkan akibat
hukum bagi seseorang atau
badan hukum privat;
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. Sengketa Tata Usaha Negara

adalah sengketa yang timbul
dalam bidang tata usaha negara
antara orang atau badan hukum
privat dengan Badan atau Peja-
bat Tata Usaha Negara sebagai
akibat dikeluarkannya keputus-
an tata usaha negara, termasuk
sengketa kepegawaian menurut
Undang-undang No. 8 Tahun
1974 dan sengketa tata usaha
militer menurut Undang-undang
Nomor 16 Tahun 1953 dan
Undang-undang Nomor 19
Tahun 1958.

. Gugatan adalah permohonan

yang berisikan tuntutan terha-
dap Badan Tata Usaha Negara .
atau Pejabat Tata Usaha Negara
dan diajukan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara untuk men-
dapat putusan;

. Tergugat adalah Badan atau Pe-

jabat Tata Usaha Negara yang
mengeluarkan keputusan ber-
dasarkan wewenang yang ada
padanya atau yang dilimpahkan
kepadanya yang digugat oleh
orang atau badan hukum privat;

. Pengadilan adalah Pengadilan

Tata Usaha Negara dan Peng-
adilan Tinggi Tata Usaha Ne-
gara di lingkungan Peradilan
Tata Usaha Negara;

. Hakim adalah Hakim pada

Pengadilan Tata Usaha Negara
dan Hakim pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara.

e ———— e —
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Pasal 2

Tidak termasuk dalam pengertian

Keputusan Badan atau Pejabat

Tata Usaha Negara menurut

Undang-undang ini adalah :

a. Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang meru-
pakan perbuatan hukum keper-
‘dataan;

b. Keputusan Badan atau Pejabat.

Tata Usaha Negara yang meru-

pakan pengaturan yang bersifat
umum; )

c. Keputusan Badan atau Pejabat

~ Tata Usaha Negara yang masih

memerlukan suatu persetujuan;

d. Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang dike-
luarkan berdasarkan ketentuan-
ketentuan KUHP atau KUHAP
atau - peraturan perundang-
undangan lain yang - bersifat
hukum pidana;

e. Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara yang dike-
luaerkan atas dasar hasil peme-
riksaan badan peradilan ber-
dasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

f. Keputusan Panitia Pemilihan
Indonesia di Pusat maupun di
.Daerah mengenai hasil pemi-
lihan umum. -

Pasal 3

(1) Penolakan untuk mengeluarkan
suatu keputusan yang dilaku-
kan oleh suatu Badan atau Pe-
jabat Tata Usaha Negara
menurut Undang-undang ini

disamakan dengan suatu ke-
putusan. ‘

(2) Jika suatu Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara tidak me-
ngeluarkan keputusan yang di-
mohon, sedangkan jangka
waxtu sebagai mana ditentukan
dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan
telah lewat, maka menurut
undang-undang ini Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara ter-
sebut dianggap telah menolak
mengeluarkan keputusan yang
dimaksud.

(3) Dalam "hal peraturan perun-
dang-undangan yang bersang-
kutan tidak- menentukan suatu
jangka weaktu sebagaimana
yang dimaksudkan ayat (2)
maka setelah lewatnya jangka
waktu 4 (empat) bulan setelah
diterimanya suatu permohon-
an, Badan atau Pejabat Tata
Usaha N-»gara yang bersang-
kutan dianggap telah mengelu-
arkan suatu keputusan peno-
lakan, .

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 4

Peradilan Tata Usaha Negara ada-
lah salah satu pelaksana Kekuasa-
an Kehakiman bagi rakyat pencari
keadilan terhadap sengketa tata
usaha negara.

Pasal 5
(1) Kekuasaan Kehakiman di Ling-

_ kungan Peradilan Tata Usaha

Negara dilaksanakan oleh :

a. Pengadilan Tata Usaha Ne-

- gara; "

b. Pengadilan Tinggi Tata
' Usaha Negara.

(2) Kekuasaan Kehakiman di Ling-

kungan Peradilan Tata Usaha
Negara berpuncak. pada Mah-
kamah Agung sebagai Peng-
adilan Negara Tertinggi.

Bagian Ketiga
Tempat Kedudukan
Pasal 6

(1) Pengadilan Tata _Us__aha Negara
berkedudukan -di. ibukota Pro-
pinsi dan daerah hukumnya
meliputi wilayah Propinsi. ter-
sebut. 3

(2) Pengadilan Tinggi Tata psaha
Negara berkedudukan di Ibu-
kota Propinsi tertentu dan
daerah hukumnya meliputi
wilayah beberapa Propinsi.

Bagian Keempat

Pembinaan
, Pasal 7

(1) Pembinaan tehnis peradilan
bagi Pengadilan dilakukan oleh
Mahkamah Agung.

{2) Pembinaan organisasi, admi-
nistrasi dan keuangan Pengt
adilan dilakukan oleh Menter
Kehakiman.

{3) Pembinaan sebagaimgna di-
maksud ayat (1) dan ayat
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(2) tidak boleh mengurangi ke-
bebasan Hakim dalam meme-
‘riksa dan memutus  sengketa
tata usaha negara.

BABNI
. SUSUNAN PENGADILAN
Bagian Pertama -
" Umum
~.pasal8 :

Pengadilan terdiri dari : -

a. Pengadilan Tata Usaha _Nege.xra,-
yang merupakan Pengadilan
Tingkat Pertama; :

b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha
'Negara, yang merupakan Peng-
adilan Tingkat Banding.
| Pasal9

Pengadilan Tata Usaha Negara
dibentuk dengan Keputusan Pre-

siden.
Pasadl 10

Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Negara dibentuk dengan undang-

undang. o

Pasal 11

(1) Susunan Pengadilan terdiri dari
Pimpinan, Hakim Anggota, Pa-
nitera dan Sekretaris.

(2) Pimpinan Pengadilan terdiri
dari seorang Ketua dan seorang
Wakil Ketua.

Bagian Kedua

Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan
" Panitera Pengadilan
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Paragraf 1

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim

(1)

(2)

(1

(2)

0y

Pasal 12

:Hakim Pengadilan adalah Peja-
-bat yang melaksanakan tugas
Kekuasaan Kehakiman.

Syarat dan tata cara pengang-
katan, pemberhentian serta
pelaksanaan tugas Hakim dite-
tapkan dalam undang-undang
ini.

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan
umum terhadap Hakim sebagai
pegawai negeri dilakukan oleh
Menteri Kehakiman.
Pembinaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksudkan ayat
(1) tidak boleh mengurangi
kebebasan Hakim dalam me-
meriksa dan memutus sengketa
tata usaha negara.

Pasal 14 .

Untuk dapat diangkat menjadi

Hakim Tata Usaha Negara, se-

orang calon harus memenuhi

syarat-syarat sebagai berikut :

a. Warganegara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan

- Undang-Undang Dasar

1945; : :

" d. bukan bekas anggota orga;

nisasi terlarang Partai Ko-
munis Indonesia, termasuk
organisasi massanya atau

o

bukan seseorang yang terli-
bat langsung ataupun tak
langsung dalam "Gerakan
Kontra Revolusi G. 30 S./

PKI" atau organisasi ter-

larang lainnya;
. pegawai negeri;
sarjana hukum atau sarjana
lain yang memiliki keahlian
di bidang tata usaha negara;
g. berumur serendah-rendah-
nya 25 (dua puluh lima)
tahun;
h. berwibawa, jujur, adil,
dan berkelakuan tidak ter-
cela;

(2) Untuk dapat diangkat menjadi

Ketua atau Wakil Ketua Peng-
adilan Tata Usaha Negara di-
perlukan pengalaman seku-
rang-kurangnya 10 (sepuluh)
tahun sebagai Hakim Pengadil-
an Tata Usaha Negara.

Pasal 15

(1) Untuk dapat diangkat menjadi

Hakim Pengadilan Tinggi Tata

Usaha Negara, seorang calon

harus memenuhi syarat-syarat

sebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana
dimaksudkan Pasal 14 ayat
(1) huruf a, b, ¢, d, e, f, dan
h;

b. berumur serendah-rendah-
nya 40 {empat puluh) tahun;

. ¢. berpengalaman sekurang-

kurangnya 5 (lima) tahun
sebagai Ketua atau Wakil
Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara, atau 15

“(lima belas) tahun sebagai
‘Hakim Pengadilan - Tata
Usaha Negara. :

(2) Untuk dapat diangkat ménjadi

Ketua Pengadilan Tinggi Tata
‘Usaha Negara - diperlukan
* pengalaman sekurang-kurang-
nya 10 (sepuluh) tahun sebagai
Hakim Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara atau 5 (lima)
tahun bagi Hakim Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara
yang pernah menjabat Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara.

(3) Untuk .da';.)at diangkat menjadi

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara diperlukan
pengalaman -sekurang-kurang-

) . nya 8 -(delapan) tahun sebagai

Hakim Pengadilan Tinggi Tata

c Usaha Negara atau sekurang-

kurangnya 3 (tiga) tahun bagi

. Hakim Pengadilan Tinggi Tata
- Usaha Negara yang - pernah

menjabat Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Pasal 16

(1) Hakim Pengadilan diangkat

dan diberhentikan oleh Presi-
den selaku Kepala Negara atas
usul Menteri Kehakiman ber-
dasarkan . persetujuan .. Ketua
Mahkamah Agung.

(2) Ketua dan Wakil Ketua Peng-

adilan diangkat dan diberhen-

o tikan. oleh. Menteri. Kehakiman
- berdasarkan persetujuan Ketua

Mahkamah Agung.
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Pasal 17

(1) Sebelum mémangku. j-abatan-

nya Ketua, Wakil Ketua, dan
Hakim = Pengadilan  wajib
mengucapkan - sumpah atau
janji - menurut agama - -atau
kepercayaan; bunyi sumpah
atau -janji adalah sebagai
berikut : L

"Saya bersumpah/berjanji
dengan sungguh-sungguh
bahwa saya, untuk memper-
oleh jabatan saya ini, langsung
atau tidak langsung, dengan
menggunakan nama atau cara
apa pun juga, tiada memberi-
kan. atau menjanjikan barang

. sesuatu kepada siapa pun

juga”. _ -
"Saya bersumpah/berjanji

bahwa saya, untuk: melakukan

atau tidak melakukan sesuatu

~ jabatan ini, tiada sekali-kali

akan menerima- langsung atau
tidak langsung dari siapa pun
juga suatu janji atau pemberi-
an”. - '

"Saya _bersumpah/berjanji
bahwa saya akan setia kepada
dan akan mempertahankan ser-
ta mengamalkan Pancasila se-
bagai dasar dan ideologi ne-

gara, Undang-Undang Dasar

1945, dan segala ' undang-
undang, serta peraturan lain
yang berlaku bagi negara Repu-
blik Indonesia”.

" "Saya ' bersumpah/berjanji

bahwa saya ‘senantiasa akan
menjalankan jabatan saya ini
dengan jujur, seksama dan

—
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2)

3)

(4)

(1)

dengan tidak membeda-beda-
kan orang dan akan berlaku
dalam melaksanakan kewajib-
an saya sebaik-baiknya dan se-
adil-adilnya seperti layaknya

-bagi seorang Ketua, Wakil Ke-
tua; Hakim Pengadilan yang

berbudi baik dan jujur dalam
menegakkan hukum dan ke-
adilan”,

Wakil Ketua dan Hakim Peng-
adilan Tata Usaha Negara di-
ambil sumpah atau janjinya
oleh Ketua Pengadilan Tata
Usaha Negara.

Wakil Ketua dan Hakim Peng-
adilan Tinggi Tata Usaha Ne-
gara serta Ketua Pengadilan
Tata Usaha Negara diambil
sumpah atau janjinya oleh Ke-
tua’ Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara.

Ketua Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara diambil sumpah

atau . janjinya oleh Ketua
Mahkamah Agung.
" Pasal 18

Kecuali ditentukan lain oleh
atau berdasarkan undang-
undang, Hakim tidak . boleh
merangkap menjadi :

a. pelaksana putusan Peng-
. -adilan; '

- b. wali, pengampu, dan peja-

bat yang berkaitan dengan
--suatu perkara yang dipe-
.1iksa olehnya,
c. pengusaha

(@)

(3)

1

—

(2)

(1)

Hakim tidak boleh merangkap
menjadi penasihat hukum.

Jabatan yang tidak boleh di-
rangkap oleh Hakim selain ja-
batan sebagaimana dimaksud-
kan ayat (1) dan ayat (2) diatur
lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah.

Pasal 19

Ketua, Wakil Ketua, dan Ha-
kim Pengadilan diberhentikan
dengan hormat dari jabatan-
nya karena :

a. permintaan sendm

b. sakit jasmani atau rohani
térus'menerus;

c. telah berumur 60 (enam
puluh) tahun bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan Hakim
Pengadilan Tata Usaha
Negara, dan 63 {enam puluh
tiga) tahun bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan Hakim
Pengadilan Tinggi Tata
Usaha Negara;

d. ternyata tidak cakap dalam
menjalankan tygasnya.

Ketua, Wakil Ketua, dan Ha-
kim Pengadilan yang mening-
gal dunia dengan sendirinya
diberhentikan dengan hormat
dari jabatannya oleh Presiden
selaku Kepala Negara.

Pasal 20

Ketua, Wakil Ketua, dan Ha-
kim Pengadilan diberhentikan
tidak dengan hormat dari jabat-
annya dengan alasan :

a. dipidana karena bersalah
melakukan tindak pidana ke-
jahatan;

b. melakukan perbuatan ter-
cela; _

c. terus menerus melalaikan
kewajiban dalam menjalan-
kan tugas pekerjaannya;

d. melanggar sumpah
janji jabatan;

e. melanggar larangan yang di-
maksudkan Pasal 18.

{2) Pengusulan pemberhentian ti-
dak dengan hormat dengan
alasan tersebut ayat (1) huruf
b s/d e dilakukan setelah yang
bersangkutan diberi kesempat-
an untuk membela diri di ha-

atau

dapan Majelis Kehormatan
{3) Pembentukan, susunan, dan

tata kerja Majelis Kehormatan
Hakim serta tata cara pembela-
an diri ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung bersama-
sama Menteri Kehakiman.

Pasal 21

Seorang Hakim yang diberhentikan
dari jabatannya, tidak dengan sen-
dmnya diberhentikan sebagal pe-
gawai negeri.

Pasal 22

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Ha-

- kim Pengadilan sebelum di-
berhentikan tidak dengan hor-
mat sebagaimana dimaksud-
kan Pasal 20 ayat (1) dapat di-
berhentikan sementara dari

@)

(1)

@)
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jabatannya oleh Presiden se-
laku Kepala Negara atas usul
Menteri Kehakiman berdasar-
kan persetujuan Ketua Mahka-
mah Agung. : :

Terhadap pengusulan pember-
hentian sementara dimaksud-
kan ayat (1) berlaku juga keten-
tuan sebagaimana dimaksud-
kan Pasal 20 ayat (2).

Pasal 23

Apabila terhadap seorang Ha-
kim ada perintah penangkapan
yang diikuti dengan penahan-
an, dengan sendirinya Hakim
tersebut diberhentikan semen-
tara dari jabatannya.

Apabila seorang Hakim ditun-
tut di muka Pengadilan dalam
perkara pidana seperti tercan-
tum dalam Pasal 21 ayat (4)
Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981, tanpa ditahan,
maka ia dapat diberhentikan
sementara dari jabatannya.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pemberhentian dengan
hormat, pemberhentian tidak de-
ngan hormat dan pemberhentian
sementara serta hak-hak pejabat
yang dikenakan pemberhentian,

diatur dengan Peraturan Pemerin-
tah.

Pasal 25

(1) Kedudukan protokoler Hakim

diatur dengan Keputusan Pre-
siden. :

e ————
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(2) Tunjangan dan ketentuan-
ketentuan lainnya bagi Ketua,
Wakil Ketua, dan Hakim Peng-
adilan diatur dengan Keputus-
an Presiden.

Pasal 26

Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim
Pengadilan dapat ditangkap atau
ditahan hanya atas perintah Jaksa
Agung setelah mendapat persetu-
juan Ketua Mahkamah Agung dan
Menteri Kehakiman, kecuali dalam
hal :
a. tertangkap tangan melakukan
" tindak pidana kejahatan, atau
b. disangka telah melakukan tin-
dak pidana kejahatan yang di-
_ ancam dengan pidana mati, atau
c.. disangka telah melakukan tindak
pidana kejahatan terhadap ke-
. amanan negara.

’Paragraf 2
Pémitera
Pasal 27

(1) Pada setiap Pengadilan ditetap-

"~ kan adanya Kepaniferaan yang

dipimpin oleh seorang Pani-
tera.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya
Panitera Pengadilan dibantu
oleh seorang Wakil Panitera,
beberapa orang Panitera Muda,
dan beberapa orang Panitera
Penggantl

Pasa128
Untuk dapat diangkat menjadi Pa-

nitera Pengadilan Tata Usaha Ne-
gara, seorang calon harus meme-
niuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. warga negara Indonesia;

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;

c. setia kepada Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945;

d. serendah-rendahnya berijazah
sarjana muda hukum;

e. berpengalaman  sekurang-ku-
rangnya 4 (empat) tahun se-
bagai Wakil Panitera atau 7
(tujuh) tahun sebagai Panitera
Muda Pengadilan Tata Usaha
Negara, atau menjabat sebagai
Wakil Panitera - Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 29
Untuk dapat diangkat menjadi Pa-

" nitera Pengadilan Tinggi Tata Usa-
ha Negara seorang calon harus me- -

menuhi syarat-syarat sebagai ber-

ikut :

a. syarat-syarat sebagaimana di-
maksudkan Pasal 28 huruf a, b,
danc; . -

b. berijazah sarjana hukum;

c. berpengalaman

bagai Wakil Panitera atau 8
(delapan) tahun sebagai Pani-
tera Muda Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, atau 4
4 (empat) tahun sebagai Pani-

sekurang-ku- !
rangnya 4 (empat) tahun se-

e

tera Pengadilan Tata Usaha

Negara.

Pasal 30
Untuk dapat diangkat menjadi

‘Wakil Panitera Pengadilan Tata
~ Usaha Negara seorang calon harus

memenuhi syarat-syarat sebagai

‘berikut :
‘a. syarat-syarat sebagaimana di-

maksudkan Pasal 28 huruf a,b,c,
dand;
b. berpengalaman  sekurang-ku-
rangnya 4 (empat) tahun se-
" bagai- Panitera Muda atau 6
(enam) tahun sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara.

Pasal 31

Untuk - dapat diangkat menjadi
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, seorang calon
harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana di-
maksudkan Pasal 28 huruf a, b,
danc;

b. berijazah sarjana hukum;

c. berpengalaman  sekurang-ku-
rangnya 4 (empat) tahun se-
bagai Panitera Muda atau 7
(tujuh) tahun sebagai Panitera
Pengganti Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara atau 6

(enam) tahun sebagai Wakil

Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara, atau menjabat sebagai
Panitera Pengadilan Tata Usaha
Negara.
Pasal32
Untuk dapat diangkat menjadi Pa-
nitera Muda Pengadilan Tata Usa-

ha Negara, seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagai
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berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana di-
maksudkan Pasal 28 huruf a, b,
c,dand;

b. berpengalaman  sekurang-ku-
rangnya 3 (tiga) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Pasal 33

Untuk dapat diangkat menjadi Pa-
nitera Muda Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, seorang
calon harus memenuhi syarat-sya-
rat sebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana di-
maksudkan Pasal 28 huruf a,b,c,
dand;

b. berpengalaman  sekurang-ku-
rangnya 3 (tiga) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara, atau
4 {empat) tahun sebagai Pani-
tera Muda atau 8 (delapan)
tahun sebagai Panitera Peng-
ganti Pengadilan Tata Usaha
Negara, atau menjabat sebagai

Wakil Panitera Pengadilan
Tata Usaha Negara.
- Pasal 34

Untuk dapat diangkat menjadi Pa-
nitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara, seorang calon harus
memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :°

. a. syarat-syarat sebagaimana di-

maksudkan Pasal 28 huruf a,
b,c,dand;

b. berpengalaman  sekurang-ku-
rangnya 5 (lima) tahun sebagai




!
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pegawai negeri pada Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Pasal 35

Untuk dapat diangkat menjadi Pa-
nitera Pengganti Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara, seorang calon
harus  memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :

a. syarat-syarat sebagaimana di-
maksudkan Pasal 28 huruf a, b,
c,dand;

b. berpengalaman sekurang-ku-
rangnya 5 (lima) tahun sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara atau 10
(sepuluh) talun sebagai pega-
wai negeri pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara.

Pasal 36

" (1) Kecuali ditentukan lain oleh

atau berdasarkan undang-
undang Panitera tidak boleh
merangkap menjadi  wali,
pengampu, dan pejabat yang
berkaitan dengan perkara
yang di dalamnya ia bertindak
sebagai Panitera.

(2) Panitera tidak boleh merangkap
menjadi penasihat hukum.

(3) Jabatan yang tidak boleh di-
rangkap oleh Panitera selain
jabatan sebagaimana dimak-
sudkan ayat (1) dan ayat {2)
diatur lebih lanjut oleh Menteri

Kehakiman berdasarkan perse-
tujuan Ketua Mahkamah
Agung.

Pasal 37
Panitera, Wakil Panitera, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti di-
angkat dan diberhentikan dari ja-
batannya oleh Menteri Kehakiman,

Pasal 38

Tugas serta tanggung-jawab, su-
sunan organisasi, dan tata kerja
Kepaniteraan Pengadilan diatur
lebih lanjut oleh Mahkamah
Agung.

Pasal 39

Sebelum memangku jabatannya

Panitera, Wakil Panitera, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti,
diambil sumpah atau janjinya me-
nurut agama atau kepercayaannya
oleh Ketua Pengadilan yang ber-
sangkutan; bunyi sumpah atau jan-
ji adalah sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan
sungguh-sungguh bahwa saya,
untuk memperoleh jabatan saya ini,
langsung atau tidak langsung,
dengan menggunakan nama atau
cara apa pun juga, tiada memberi-
kan atau menjanjikan barang se-
suatu kepada siapa pun juga”.
"Saya bersumpah/berjanji bahwa
saya, untuk melakukan atau tidak
melakukan sesuatu dalam jabatan

ini, tiada sekali-kali akan mene-

rima langsung atau tak langsung
dari siapa pun juga sesuatu janji
atau pemberian”.

"Saya bersumpah/ber]anp bahwa
saya gkan setia kepada dan akan
mempertahankan serta mengamal-
kan Pancasila sebagai dasar dan

~ jdeologi- negara, Undang-Undang

Dasar 1945, dan segala undang-
undang serta = peraturan. ldin
yang berlaku bagi Negara Repu-
blik Indonesia”.

"Saya bersumpah/berjanji bahwa
saya senantiasa akan menjalankan

" jabatan saya ini dengan jujur,

seksama dan dengan tidak membe-
da-bedakan orang dan akan berlaku

- dalam = melaksanakan kewajiban

saya sebaik-baiknya dan - seadil-
adilnya seperti layaknya bagi se-
orang Panitera, Wakil Panitera,
Panitera . Muda, Panitera Peng-
ganti yany berbudi baik dan jujur
dalam menegakkan hukum dan ke-
adilan”.

~ Bagian Ketiga
Sekretaris

Pasal 40

Pada setiap Pengadilan ditetapkan
adanya Sekretariat yang dipimpin
oleh seorang Sekretaris dan di-
bantu oleh 'seorang. Wakil Sekre-
taris.

Pasal 41

Panitera Pengadilan merangkap
Sekretaris Pengadilan.
 Pasal 42

Untuk dapat diangkat menjadi Wa-
kil Sekretaris Pengadilan Tata
Usaha Negara, seorang calon harus
memenulu syarat-syarat sebagaJ

7 benkut

a. warga negara Indonesm, )

55

b. bertaqwa kepada Tuhan Yang
Maha Esa;

c. setia kepada Pancasﬂa dan
Undang-Undang Dasar 1945;

d. serendah-rendahnya berijazah
sarjana muda atau sarjana muda
administrasi;

e. berpengalaman di bidang admi-
nistrasi peradilan;

Pasal 43

Untuk dapat diangkat menjadi

Wakil Sekretaris Pengadilan Tinggi

Tata Negara, seorang calon harus

memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut

a. syarat-syarat sebagaimana di-
maksudkan Pasal 42 huruf a, b
danc; ‘

b. berijazah sarjana hukum.

Pasal 44

‘Wakil Sekretaris diangkat dan

diberhentikan oleh Menteri Keha-
kiman.

Pasal 45

(1) Sekretaris Pengadilan bertugas
menyelenggarakan administra-
si umum Pengadilan.

(2) Tugas serta tanggung-jawab,
susunan organisasi, dan tata
kerja Sekretariat diatur lebih
lanjut oleh Menteri Kehakim-
an.

Pasal 46

Sebelum memangku jabatannya

Wakil Sekretaris diambil sumpah
atau janjinya menurut agama atau
kepercayaannya oleh Ketua Peng-




adilan yang bersanghkutan; bunyi

sumpah atau janji adalah sebagai

berikut : - _
Saya bersumpah/berjanji :

mhahwa saya untuk diangkat men-
jadi Wakil Sekretaris, akan setia
dan taat sepenuhnya kepada Panca-
sila, Undang-Undang Dasar 1945,
Negara dan Pemerintah”.

~ "hahwa saya, akan menaati segala
peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan melaksanakan
tugas kedinasan yang dipercayakan
kepada saya dengan penuh pengab-
dian, kesadaran dan tanggung-
jawab”. '
"bahwa saya, akan senantiasa men-
junjung tinggi kehormatan Negara,
Pemerintah dan martabat Wakil
Sekretaris serta akan senantiasa
mengutamakan kepentingan Ne-
gara daripada kepentingan sendiri,
seseorang atau golongan” .
"hahwa saya, akan memegang
rabasia sesuatu yang menurut
sifatnya atau menurut perintah
harus saya rahasiakan”.
"hahwa saya, akan bekerja dengan
jujur, tertib, cermat, dan berse-
mangat untuk kepentingan Nega-

n

ra’.

BABIII
KEKUASAAN PENGADILAN
-Pasal 47
Pengadilan bertugas dan berwe-

nang mengadili dan. menyelesaikan
sengketa tata usaha negara.

- ———— s

Pasal 48

(1) Dalam hal suatu Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara
diberi wewenang oleh atau ber-

 dasar undang-undang -untuk
menyelesaikan secara adminis-
tratif sengketa tata usaha ne-
gara tertentu, maka senghketa
tata usaha negara tersebut ha-
rus diselesaikan melalui upaya
administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru ~berwenang

mengadili dan menyelesaikan
sengketa tata usaha negara
tersebut dalam ayat (1), jika
seluruh upaya administratif
yang bersangkutan telah digu-
nakan.

Pasal 49

Pengadilan tidak berwenang meng-
adili dan menyelesaikan sengketa

'{ata usaha negara dalam hal kepu-

tusan yang disengketakan itu dike-

luarkan :

a. dalam waktu perang, keadaan
bahaya, keadaan bencana alam,
ata keadaan luar biasa yang
membahayakan;

b. dalam keadaan mendesak untuk
kepentingan umum berdasarkan
peraturan perundang-undangan
yang berlaku. .

Pasal 50

Pengadilan Tata Usaha Negara ber-
tugas dan berwenang mengadili
dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara di tingkat pertama.

Pasal 51

(1) Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara bertugas dan berwe-
nang mengadili di tingkat
banding sengketa Tata Usaha
Negara.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara bertugas dan berwe-
nang mengadili di tingkat per-
tama dan terakhir sengketa
wewenang mengadili antar
Pengadilan Tata Usaha Negara
- di dalam daerah hukumnya.

(3) Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara bertugas dan berwe-
nang mengadili di tingkat per-
tama sengketa tata usaha
negara sebagaimana dimaksud
dalam pasal 48.

Terhadap putusan Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara ter-
sebut ayat (3) dapat diajukan
permohonan kasasi.

-Pasal 52

(1) Ketua Pengadilan mengadakan
pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim,
Panitera, dan Sekretaris dalam
daerah hukumnya.

(2) Selain tugas sebagaimana di-
maksudkan ayat (1) Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara di daerah bukumnya
melakukan pengawasan terha-
dap jalannya peradilan di ting-
kat -Pengadilan Tata Usaha
Negara dan menjaga agar
peradilan diselenggarakan
dengan seksama dan sewajar-
nya.

(2

~——

(4

—
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(3) Dalam melaksanakan peng-
awasan sebagaimana dimak-
sudkan ayat (1) dan ayat (2)
Ketua Pengadilan dapat mem-
berikan peringatan, tegoran
dan petunjuk yang dipandang
perlu.

Pengawasan tersebut dalam
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3)
tidak boleh mengurangi kebe-
basan Hakim dalam memeriksa
dan memutus sengketa tata
usaha negara.

(4

—

BAB IV
HUKUM ACARA
Bagian Pertama

" Gugatan

Pasal 53

(1) Seorang atau badan hukum
‘privat yang merasa kepenting-
annya dirugikan oleh suatu Ke-
putusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara, dapat
mengajukan gugatan tertulis
kepada Pengadilan tingkat per-
tama yang berwenang yang
berisi tuntutan agar keputus-
an tata usaha negara yang di-
sengketakan itu dinyatakan
batal atau tidak sah, dengan
atau tanpa disertai tuntutan
ganti kerugian maupun rehabi-
litasi.

(2) Alasan-alasan yang dapat di-

- gunakan dalam gugatan di-
maksudkan pada ayat (1)
adalah : ‘

a. Keputusan Badan atau Peja-
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bat dimaksudkan pada ayat
(1) bertentangan dengan
peraturan  perundang-un-
. dangan yang berlaku;

b. Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan  keputusan
tersebut pada ayat (1),
telah menggunakan wewe-
nangnya untuk maksud
lain dari maksud-maksud
diberikannya wewenang ter-
sebut;

c. Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara pada waktu
mengeluarkan  keputusan
tersebut pada ayat (1) se-
telah mempertimbangkan
semua kepentingan-kepen-
tingan yang tersangkut
dengan keputusan itu se-
harusnya tidak sampai pada
pengambilan keputusan
yang telah terjadi.

Pasal 54

(1) Gugatan sengketa tata usaha
negara disampaikan kepada
Pengadilan tingkat pertama
yang daerah hukumnya meli-
puti tempat kedudukan ter-
gugat.

(2) Apabila tergugat lebih dari
satu Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara dan berkedu-
dukan tidak dalam satu daerah
Pengadilan, gugatan diajukan
kepada Pengadilan yang daerah
hukumnya meliputi tempat ke-
dudukan salah satu Badan atau
Pejabat Tata Usaha Negara.

(3) Apabila penggugat dan tergu-
gat berkedudukan atau berada
di luar negeri, gugatan diaju-
kan kepada Pengadilan Tata
Usaha Negara di Jakarta.

(4) Apabila tergugat berkedudukan
di dalam negeri dan penggugat
di luar negeri, gugatan diaju-
kan kepada Pengadilan di tem-
pat kedudukan tergugat.

Pasal 55

Gugatan hanya dapat diajukan
dalam tenggang waktu 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak saat di-
terimanya atau diumumkannya ke-
putusan Badan atau Pe]abat Tata
Usaha Negara.

Pasal 56

(1) Gugatan harus memuat :
a. nama, kewarganegaraan,
tempat tinggal, dan pekerja-
an penggugat atau kuasa-

nya;
b. nama, tempat kedudukan
tergugat;

c. dasar gugatan dan hal yang
diminta supaya diputuskan
oleh Pengadilan.

(2) Apabila gugatan dibuat dan di-
tandatangani oleh seorang
kuasa penggugat, maka gugat-
an harus disertai dengan surat
kuasa yang sah.

(3) Gugatan harus dilampiri juga
keputusan yang disengketakan
oleh penggugat.

Sy AT ST T IR

Pasal 57

(1) Para pihak yang bersengketa
masing-masing dapat didam-
pingi atau diwakili oleh seorang
‘atau beberapa orang kuasa.

(2) Pemberian kuasa dapat dilaku-
kan dengan surat kuasa khusus
atau dapat dilakukan secara
lisan di persidangan.

Pasal 58

(1) Surat kuasa yang dibuat di
luar negeri bentuknya harus
memenuhi persyaratan di ne-
gara tersebut dan diketahui
oleh Perwakilan Republik
Indonesia di negara tersebut,
serta kemudian diterjemahkan
ke dalam bahasa Indonesia
oleh penerjemah resmi.

{2) Apabila dipandang perlu Ha-
kim berwenang untuk meme-
rintahkan agar kedua belah
pihak yang bersengketa datang
menghadap sendiri ke persi-
dangan, sekalipun sudah diwa-
kili oleh seorang kuasa.

Pasal 59

(1) Untuk mengajukan gugatan,
penggugat membayar uang
muka biaya perkara, yang be-

- sarnya ditaksir oleh Panitera
Pengadilan.

(2) Setelah penggugat membayar
uang muka biaya - perkara,
gugatan oleh Panitera Peng-

adilan dicatat dalam daftar

perkara,
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(3) Selambat-lambatnya ‘dalam
jangka waktu 30 (tiga puluh)
dari sesudah gugatan dicatat,
Hakim menentukan hari, jam,
dan tempat persidangan dan
menyuruh memanggil kedua
belah pihak untuk hadir.pada
waktu dan tempat yang telah
ditentukan.

(4) Pada waktu memanggil pihak
tergugat, kepadanya sekaligus
diserahkan pula sehelai salinan
gugatan dengan memberitahu-
kan bahwa gugatan itu dapat
dijawab dengan tertulis.

Pasal 60

(1) Penggugat dapat. mengajukan
permohonan kepada Ketua
Pengadilan untuk bersengketa
dengan cuma-cuma.

(2) Permohonan diajukan pada
waktu penggugat mengajukan
gugatannya dengan disertai
surat keterangan tidak mampu
dari kepala desa atau Lurah
di tempat kediaman pemohon.

(3) Dalam keterangan tersebut
harus dinyatakan, bahwa pe-
mohon itu betul-betul tidak
mampu membayar biaya per-
kara dan memerlukan bantuan

* hukum.

Pasal 61

(1) Permohonan sebagaimana di-
maksudkan Pasal 60 harus di-
periksa dan ditetapkan oleh
Pengadilan sebelum pokok
sengketa mulai diperiksa.



(2) Penetapan ini diambil dalam
tingkat pertama dan terakhir.

(3) Penetapan Pengadilan yang
telah mengabulkan permohon-
an penggugat untuk berseng-
keta dengan cuma-cuma pada
tingkat pertama, juga berlaku
pada tingkat banding dan ka-
sasi. :

Pasal 62

(1) Dalam rapat permusyawaratan
Hakim berwenang memutus-
kan dengan suatu penetapan
yang dilengkapi dengan per-
timbangan-pertimbangan bah-
wa gugatan yang diajukan itu
dinyatakan tidak diterima atau
tidak berdasar, dalam hal :

pokok gugatan tersebut nyata-
nyata jelas tidak termasuk
wewenang Pengadilan;

b. syarat-syarat gugatan ter-

sebut pada Pasal 53 tidak di-
penuhi oleh penggugat,
sekalipun telah diberitahu
dan diperingatkan;

c. gugatan tersebut menurut
nalar tidak masuk akal;

d. apa yang dituntut dalam
gugatan sebenarnya sudah
terpenuhi oleh keputusan
yang digugat;

e. gugatan diajukan sebelum

- waktunya atau telah lewat
waktunya.

(2) Penetapan tersebut pada ayat
(1) hanya dapat dikeluarkan
pada saat sebelum hari persi-
dangan ditentukan.

(3) Terhadap penetapan tersebut
ayat (1) tidak dapat digunakan
upaya hukum.

Pasal 63

(1) Sebelum pemeriksaan pokok
sengketa dimulai, Hakim ber-
wenang mengadakan pemerik-
saan persiapan untuk meleng-
kapi gugatan yang kurang jelas.

(2) Dalam pemeriksaan persiapan
dimaksud ayat (1) Hakim dapat:
a. memberi nasihat kepada

penggugat guna memper-
baiki gugatannya dan me-
lengkapi dengan data yang
diperlukan dalam jangka
waktu 30 (tiga puluh) hari;

b. meminta penjelasan kepada
Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang ber-
sangkutan.

(3) Apabila dalam jangka waktu
tersebut ayat (2) huruf a,
penggugat belum menyempur-
nakan gugatan, dengan putus-
an, gugatan tidak dapat dite-
rima. .

(4) Terhadap putusan tersebut ayat
(3) tidak dapat digunakan

 upaya hukum, tapi dapat di-
ajukan gugatan baru.

Pasal 64

(1) Dalam menentukan hari si-
dang, Hakim harus memper-

timbangkan jauh dekatnya
tempat tinggal kedua pihak dari
tempat persidangan.

(2) Jangka waktu pemanggilan dan

hari persidangan, lamanya:
tidak boleh kurang dari 6
(enam) hari kecuali- dalam hal
sengketa tersebut harus di-
periksa dengan acara cepat
sebagaimana diatur dalam Ba-
gian Kedua Paragraf 2.

Pasal 65

Panggilan terhadap pihak yang ber-
sangkutan dianggap sah, apabila
masing-masing telah diterimakan
surat panggilan dengan surat ter-
catat. '

Pasal 66

(1) Dalam hal salah satu pihak ber-
kedudukan atau berada di luar
wilayah Republik Indonesia,
Ketua Pengadilan yang ber-
sangkutan melakukan panggil-
an dengan cara -meneruskan
surat penetapan hari sidang
beserta salinan gugatan ter-
sebut kepada Departemen
Luar Negeri Republik Indo-
nesia. \

(2) Departemen Luar Negeri se-
gera menyampaikan surat pe-
netapan hari sidang beserta
salinan gugatan dimaksudkan
ayat (1) melalui perwakilan
Republik Indonesia di luar
negeri, dalam wilayah di mana
yang bersangkutan berke-
dudukan atau berada.

(3) Petugas perwakilan Republik
Indonesia, dalam jangka waktu
7 (tujuh) hari sejak dijalan-
kannya panggilan tersebut

(1)

(2

—

3)

(4)
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wajib memberi laporan kepada
Pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 67

Gugatan sengketa tata usaha
negara tidak menunda atau
menghalangi dilaksanakannya
Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara serta tin-
dakan Badan atau Pejabat Tata
Usaha Negara yang digugat.

Penggugat dapat mengajukan
permohonan agar pelaksanaan
Keputusan Badan atau Pejabat
Tata Usaha Negara itu ditunda
selama pemeriksaan sengketa
sedang berjalan, sampai mem- -
peroleh kekuatan hukum tetap.
Permohonan tersebut dapat di-
ajukan bersama-sama di dalam
gugatan yang dapat diputus
terlebih dahulu dari pokok
sengketanya. :
Permohonan penundaan terse-
but pada ayat (2) :

a. hanya dapat dikabulkan
apabila terdapat keadaan
yang sangat mendesak se-
kali di mana kepentingan
penggugat akan sangat di-
rugikan apabila keputusan
yang digugat itu tetap dilak-
sanakan; .

b. tidak dapat dikabulkan apa-
bila kepentingan umum da-
lam rangka pembangunan
mengharuskan  dilaksana-

‘kannya keputusan tersebut.
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Bagian Kedua

Pemeriksaan Sengkéta di
Pengadilan Tingkat Pertama

Paragraf 1.

Pemeriksaan dengan acara biasa

(1)

(2)

@)

(4)

(1)

@)

Pasal 68

Pengadilan memeriksa dan me-
mutus sengketa tata usaha
negara dengan 3 (tiga) orang
hakim. . .

Pengadilan bersidang pada hari
yang - ditentukan dalam surat
panggilan.

Pemeriksaan sengketa dalam
persidangan dan permusyawa-
ratan dipimpin oleh Hakim
Ketua Sidang.

Hakim Ketua Sidang wajib
menjaga supaya tata tertib
dalam persidangan tetap ditaati
dan segala perintahnya dilak-
sanakan dengan baik.

Pasal 69

Dalam ruang sidang setiap
orang wajib menunjukkan si-
kap, perbuatan, tingkah laku
dan ucapan yang menjunjung
tinggi wibawa, martabat dan
kehormatan Pengadilan dengan
menaati tata tertib persidang-
an. , '

Setiap orang yang tidak me-
naati tata tertib persidangan
tersebut ayat (1), setelah men-
dapat peringatan dari dan atas
perintah Hakim Ketua Sidang,
dikeluarkan dari ruang sidang.

- {3)

1)

(2)

(3

—

Dalam hal pelanggaran tata
tertib dimaksudkan ayat (2),
tidak mengurangi kemungkinan
dilakukan . penuntutan, jika
perbuatannya merupakan suatu
tindak pidana.

Pasal 70

Untuk keperluan pemeriksaan,
Ketua Sidang membuka sidang
dan menyatakan terbuka untuk
umum.

Persidangan dapat dilakukan
tertutup untuk umum, apabila
Hakim Ketua sidang meman-
dang bahwa sengketa yang se-
dang disidangkan menyangkut
ketertiban umum atau kese-
lamatan negara.

Tidak dipenuhi ketentuan se-
bagaimana dimaksud ayat (1)
dapat menyebabkan batalnya
putusan demi hukum.

Pasal 71

(1) Dalam hal penggugat atau wa-

kilnya tidak datang menghadap
di persidangan pada hari per-
tama, meskipun ia telah di-
panggil dengan patut, gugatan
dapat dinyatakan gugur dan
penggugat harus membayar
biaya perkara.

(2) Dalam hal sebagaimana di-

maksudkan ayat (1) penggugat
berhak untuk memasukkan
gugatannya sekali lagi sesudah
membayar terlebih dahulu
‘biaya perkara.

Pasal 72

(1) Dalam hal tergugat atau wakil-

nya tidak datang menghadap
pada 3 (tiga) kali sidang ber-
turut-turut, meskipun setiap
kali telah dipanggil dengan
patut, Ketua Sidang dengan
suatu penetapan meminta Men-
teri/Kepala Instansi yang ber-
sangkutan agar memerintahkan
kepada tergugat bawahannya

menanggapi gugatan peng-

gugat.

(2) Dalam hal setelah lewat 2 (dua)

(3)

#Y

-bulan setelah dikirimkannya

penetapan tersebut pada ayat
(1) dengan surat tercatat tidak
diterima berita baik dari Men-
teri/Kepala Instansi maupun
tergugat” yang bersangkutan,
Ketua Sidang menetapkan hari

. sidang berikutnya dan pemerik-

saan sengketanya dilanjutkan
menurut prosedur biasa, tanpa
hadirnya tergugat.

Putusan terhadap gugatan
pokok hanya dapat dijatuhkan
setelah pemeriksaan mengenai

segi-segi pembuktiannya dila-

kukan secara tuntas.
Pasal 78

Dalam hal terdapat lebih dari
seorang tergugat dan seorang

‘;atau lebih di antara mereka
atau wakilnya tidak datang ke

persidangan, pemeriksaan
sengketa itu dapat ditunda
sampai hari sidang yang diten-
tukan Hakim, '

(2)

(1)

(2)

1)

(2)
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Penundaan hari sidang itu di-
beritahukan kepada pihak yang
hadir, sedang terhadap pihak
yang tidak hadir, oleh Hakim
diperintahkan untuk dipanggil
sekali lagi.

Pasal 74

Pemeriksaan sengketa dimulai
dengan membacakan isi gugat-
an oleh Hakim dan jika ada
surat yang memuat jawaban-
nya, atau jika tidak ada surat-
jawaban tersebut, pihak ter-
gugat diberi kesempatan untuk
mengajukan jawabannya.
Hakim memberi kesempatan
kepada kedua belah pihak
untuk menjelaskan seperlunya
yang diajukan oleh merek
masing-masing. ‘

Pasal 75
Penggugat hanya dapat meng-

‘ubah  alasan yang mendasari

gugatannya sampai dengan
replik, asal disertai cukup
-alasan dan tidak merugikan
kepentingan tergugat, dan hal
tersebut harus dipertimbang-
kan dengan seksama oleh
Hakim.

Tergugat hanya dapat meng-
ubah alasan yang mendasari
jawabannya sampai dengan
duplik, asal saja disertai cukup
alasan dan tidak merugikan
kepentingan penggugat dan

~ hal tersebut harus "dipertim-

bangkan dengan seksama oleh
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Pasal 76

(1) Penggugat dapat sewaktu-
waktu mencabut gugatannya
sebelum tergugat memberikan
jawaban.

(2) Apabila tergugat sudah mem-
berikan jawaban atas gugatan
pencabutan gugatan oleh peng-
gugat hanya akan dikabulkan
oleh Pengadilan, apabila dise-
tujui oleh tergugat.

Pasal 77
{1

—

Eksepsi tentang kewenangan
absolut Pengadilan dapat di-
ajukan setiap waktu selama
pemeriksaan, dan sekalipun
tidak ada eksepsi ‘terhadap
kewenangan absolut Pengadil-
an, Hakim karena jabatannya
wajib memutuskan tentang
hal ini.

(2) Eksepsi tentang kewenangan

relatif Pengadilan, diajukan se-
belum jawaban atas pokok
sengketa dan terhadap eksepsi
tersebut Hakim harus memu-
tus sebelum pokok sengketa.

(3) Eksepsi lain yang tidak menge-
nai kewenangan absolut hanya
dapat diputus bersama dengan
pokok sengketa.

Pasal 78

(1) Seorang Hakim wajib mengun-
durkan diri dari persidangan
apabila terikat hubungan ke-
luarga sedarah atau semenda
sampai derajat ketiga " atau

hubungan suami atau isteri
meskipun telah bercerai de-
ngan salah seorang Hakim
anggota atau Panitera.

(2) Seorang Hakim atau Panitera
wajib mengundurkan diri dari
persidangan apabila terikat
hubungan keluarga sedarah
atau semenda sampai derajat
ketiga atau hubungan suami
atau isteri meskipun telah
bercerai dengan tergugat,
penggugat atau penasihat
hukum.

(3) Hakim atau Panitera sebagai-
mana dimaksudkan ayat (1)
dan ayat (2) harus diganti,
dan apabila tidak diganti
atau tidak mengundurkan diri
sedangkan sengketa telah di-
putus, maka sengketa wajib
segera diadili ulang dengan
susunan yang lain.

Pasal 79

(1) Seorang Hakim wajib mengun-
_durkan diri apabila ia berke-
pentingan baik*langsung atau
tidak langsung atas suatu
sengketa baik atas kehendak
sendiri maupun atas perminta-
an salah satu atau pihak-pihak.

(2) Apabila ada keraguan atau per-

bedaan pendapat mengenai °

hal sebagaimana dimaksud-
kan ayat (1) maka pejabat
Pengadilan yang berwenang
yang menetapkan.

' Pasal 80

Demi kelancaran pemeriksaan

sengketa, Hakim berhak memberi-
kan petunjuk kepada para pihak
yang bersengketa dalam sidang
mengenai upaya hukum dan alat
bukti yang dapat digunakan oleh
mereka dalam sengketa.

Pasal81

Dengan izin Ketua Pengadilan,
penggugat, tergugat, dan penasi-
hat hukum dapat mempelajari
berkas sengketa dan surat-surat
resmi lainnya yang bersangkutan
di kepaniteraan dan membuat ku-
tipan-kutipan seperlunya.

Pasal 82

‘Para pihak yang  bersangkutan

dapat dengan biaya sendiri mem-
buat atau menyuruh membuat
salinan atau petikan dari segala
surat pemeriksaan sengketanya,
setelah memperoleh izin dari Ha-
kim Pengadilan yang bersangkut-
an.

Pasal 83

(1) Selama pemeriksaan berlang-
sung, setiap orang yang ber-
kepentingan dalam sengketa
pihak lain yang sedang diperik-
sa oleh Pengadilan, baik atas
prakarsa sendiri dengan meng-

.- ajukan permohonan, maupun
prakarsa Hakim, dapat masuk
dalam sengketa tata usaha ne-

' gara, yang bertindak :

a. sebagai pihak untuk membe-
~ la hak; atau
'b. sebagai peserta untuk ber-
gabung pada salah satu
pihak yang bersengketa.
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(2) Terhadap permohonan dimak-
sudkan ayat {1}, Pengadilan
dengan putusan yang dican-
tumkan dalam berita acara si-
dang, dapat mengabulkan atau
menolaknya.

{3) Putusan Pengadilan dimaksud-
kan ayat {(2) tidak dapat di-
mohonkan banding tersendiri,
melainkan  harus  bersama-
sama dengan putusan akhir
dalam pokok sengketa.

Pasal 84

Apabila di dalam persidangan se-
orang kuasa melakukan tindakan
yang melampaui batas wewenang-
nya, pemberi kuasa dapat mengaju-
kan penyangkalan secara tertulis
disertai dengan tuntutan agar
tindakan kuasa tersebut dinyata-
kan batal oleh Pengadilan.

Pasal 85

(1) Untuk kepentingan pemeriksa-
an dan apabila Hakim meman-
dang perlu dapat memerintah-
kan pemeriksaan terhadap
surat yang dipegang oleh pe-
jabat pemerintah, atau pejabat
yang menyimpan surat, atau
meminta penjelasan dan kete-
rangan tentang sesuatu yang
bersangkutan dengan seng-
keta.

(2) Selain hal dimaksudkan ayat (1)
Hakim dapat memerintahkan
pula supaya surat-surat terse-
but  diperlihatkan  kepada
Pengadilan  dalam persidangan
yang akan ditentukan untuk
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keperluan itu.

i:
!

agama atau kepercayaannya

E‘Jf Pengadilan tersebut, tetapi Pasal 89 . :
i (3) Apabila surat itu merupakan pemeriksaan saksi tersebut : i e e bahson yang
| bagian dari sebuah daftar, se- dapat diserahkan  kepada (1) Orang yeng dapat minta satu bahasa ke bahasa yang

kembali.

{4) Jika  pemeriksaan tentang'

benarnya suatu surat menim-
bulkan persangkaan terhadap
orang yang masih hidup bahwa
surat itu dipalsukan olehnya,
Hakim dapat - mengirimkan
surat yang bersangkutan ke-
pada penyidik yang berwenang,
dan sengketa tata usaha negara
 dapat ditunda dahulu sampai
putusan perkara pidananya di-
jatuhkan.

Pasal 86

Atas permintaan salah satu
pihak, atau karena jabatannya,
Hakim -dapat memerintahkan
seorang saksi untuk didengar
dalam persidangan.

Apabila saksi tidak dapat da-
tang meskipun telah dipanggil
dengan patut dan Hakim cukup
mempunyai alasan untuk me-
nyangka bahwa saksi senga-
ja tidak datang, Hakim dapat
memberi perintah supaya saksi
dibawa oleh Polisi ke persi-
dangan.

Seorang saksi yang tidak ber-
tempat tinggal di wilayah hu-
kum Pengadilan, tidak dapat
diwajibkan untuk datang di

(1) Dalam persidangan saksi di-
panggil ke persidangan seorang
demi seorang.

(2) Hakim menanyakan kepada
saksi keterangan tentang nama
lengkap, tempat lahir, umur
atau tanggal lahir, jenis kela-
min, kewarganegaraan, tempat
tinggal, agama, pekerjaan,
hubungan keluarga sampai
derajat berapa, dan hubungan

- kerja dengan penggugat atau
tergugat.

(3) Sebelum memberi keterangan,
saksi wajib mengucapkan sum-
pah atau janji menurut agama
atau kepercayaannya masing-
masing. :

Pasal 88

Yang tidak boleh di:iengar sebagai
saksi adalah :

a. keluarga sedarah atau semenda

menurut garis keturunan lurus
dari salah satu pihak bersengke-
ta;

b. isteri atau suami dari salah se-

orang pihak yang bersengketa,
meskipun sudah bercerai;

c. anak-anak yang belum berusia

17 (tujuh belas) tahun;

d. orang yang sakit ingatan.

—

rempuan, ipar laki-laki dan
perempuan salah satu pihak;

b. setiap orang yang karena
martabat, pekerjaan, atau
jabatannya diwajibkan untuk
merahasiakan semua penge-
tahuan yang diketahui oleh-
nya. -

Ada atau tidaknya dasar kewa-
jiban untuk  merahasiakan
pengetahuannya bagi orang-
orang tersebut pada ayat (1)
huruf b, diserahkan kepada
pertimbangan Hakim.

Pasal 90 _
Pertanyaan oleh satu pihak
yang akan diajukan kepada
saksi disampaikan melalui
Hakim.

Apabila di antara pertanyaan

. tersebut menurut pertimbang-

an Hakim tidak ada kaitannya
dengan sengketa, pertanyaan
ditolak. ‘

Pasal 91

Apabila penggugat atau saksi -

tidak paham bahasa Indonesia,
Hakim dapat mengangkat se-
orang ahli alih bahasa, dan
menyuruh seorang ahli alih
bahasa tersebut mengangkat
sumpah atau janji menurut

"belum diperlihatkan oleh pe- _ Pengadilan  tempat  saksi pengunduran diri dari _kewajib- lain yang sebaik-baiknya.
| nyimpanan, dibuat salinan bertempat tinggal. a:;}ta unt::k memberikan ke- (2) Orang yang menjadi saksi da-
I surat itu sebagai ganti asli, saksian yaitu : \ L oo
selama surat itugbeluzgn diterima Pasal 87 a. saudara laki-laki dan pe- lam sengketa tidak boleh ditun

juk sebagai seorang ahli alih
bahasa dalam sengketa ter-
sebut.

Pasal 92

Dalam hal penggugat atau saksi
bisu dan tuli dan tidak dapat
menulis, Hakim dapat meng-
angkat sebagai juru bahasa
orang yang pandai bergaul
dengan penggugat atau saksi
asal orang tersebut sudah cu-
kup umur untuk dapat menjadi
saksi.

Dalam hal seseorang yang bisu
dan tuli itu pandai menulis, -
Hakim dapat menyuruh menu-
liskan segala pertanyaan atau
tegoran kepadanya, dan me-
nyuruh menyampaikan tulisan
tersebut kepada orang yang
bisu dan tuli itu dengan perin-
tah agar menuliskan jawaban-
nya, kemudian segala perta-

nyaan dan jawaban harus diba-

cakan.
Pasal 93

Pejabat yang dipanggil sebagai
saksi wajib datang sendiri di per-
sidangan.

Pasal 94

(1) Tiap saksi wajib mengucapkan

sumpah atau janji dan didengar
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(2)

(3)

(1)

(@)

3)

dalam persidangan pengadilan
dengan dihadiri oleh para pihak
yang bersengketa.

Apabila yang bersengketa telah
dipanggil secara patut, tetapi
tidak datang, maka saksi dapat
didengar keterangannya tanpa
hadirnya pihak yang berseng-
keta.

Dalam hal saksi yang akan di-
dengar kesaksiannya tidak da-
pat hadir di persidangan karena
halangan yang dapat dibenar-
kan oleh hukum, Hakim di-
bantu oleh Panitera datang di
kediaman saksi untuk mengam-
bil sumpah atau janji dan men-
dengar saksi tersebut.

Pasal 95

Apabila suatu sengketa tidak
dapat diselesaikan pada hari
persidangan pertama, pemerik-
saan dapat dilanjutkan sampai
persidangan lain.

Lanjutan sidang harus diberi-
tahukan di hadapan kedua be-
lah pihak, dan bagi pihak-
pihak pemberitahuan ini disa-
makan dengan panggilan.
Dalam hal salah satu pihak
yang datang pada hari persi-
dangan pertama ternyata tidak
datang di hari persidangan se-
lanjutnya, Hakim menyuruh
memberitahukan kepada pihak
tersebut waktu, hari dan tang-
gal persidangan.

Pasal 96

Dalam hal selama pemeriksaan
sengketa ada suatu tindakan yang
harus dilakukan dan memerlukan
biaya, biaya tersebut harus dibayar
dahulu oleh pihak yang mengaju-
kan permohonan untuk dilakukan-
nya tindakan tersebut.

(1)

3)

(4)

Pasal 97

Dalam hal pemeriksaan sengke-
ta sudah dapat diselesaikan,
kedua belah pihak diberi ke-
sempatan untuk mengemuka-
kan pendapat yang terakhir
berupa kesimpulan masing-
masing.

Kedua belah pihak, para saksi,
dan umum yang mengikuti
sidang disuruh ke luar dari
ruangan sidang dan selanjut-

.nya Hakim bermusyawarah

dalam ruangan tertutup untuk
mempertimbangkan segala
sesuatu guna putusan sengketa
tersebut.

Putusan dalam musyawarah
majelis merupakan hasil per-
mufakatan bulat, kecuali jika
setelah diusahakan dengan
sungguh-sungguh tidak dapat
dicapai permufakatan bulat,
putusan diambil dengan suara
terbanyak.

Apabila musyawarah sebagai-
mana dimaksudkan ayat (3)
tidak bisa dicapai, permusya-

waratan ditunda sampai rapat .

musyawarah berikutnya.

(5)

(6)

(7)

8)

Apabila dalam rapat musya-
warah berikutnya tidak dapat
diambil  suara terbanyak,
maka suara terakhir Ketua Si-
dang yang menentukan.

Putusan Hakim dapat dijatuh-
kan pada hari itu juga dalam
dang yang terbuka untuk
umum, atau ditunda pada hari
lain yang harus diberitahukan
kepada kedua belah pihak.

Putusan Pengadilan dapat
berupa :

a. menolak gugatan.

b. mengabulkan gugatan;

c. gugatan tidak diterima;

d. gugatan gugur.

Dalam hal gugatan dikabulkan,
maka dalam putusan Pengadil-
an tersebut dapat ditetapkan
kewajiban yang harus dilaku-
kan oleh Badan Tata Usaha
Negara yang mengeluarkan

- keputusan.

o)

Kewajiban tersebut pada ayat
(8) berupa :

a. pencabutan Keputusan Tata
Usaha Negara yang ber-
sangkutan; atau

b. pencabutan Keputusan Tata
Usaha Negara yang ber-
sangkutan dan menerbit-

~ kan Keputusan Tata Usaha
Negara baru berdasarkan
peraturan  perundang-un-
dangan yang berlaku.

(10) Kewajiban tersebut pada ayat

(9), dapat disertai pembeban-
an ganti kerugian.
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(11) Dalam hal putusan Pengadilan
dimaksud ayat (8) menyangkut
kepegawaian, maka di sam-
ping kewajiban dimaksud ayat
(9) dan ayat (10), dapat diser-
tai dengan pemberian reha-
bilitasi.

Paragraf 2
Pemeriksaan dengan acara cepat
Pasal 98

(1) Apabila terdapat kepentingan
penggugat yang cukup men-
desak, hal mana harus dapat
disimpulkan dari alasan-alasan
permohonannya,  penggugat
dalam gugatannya dapat me-
mohon -kepada Pengadilan
supaya pemeriksaan sengketa
dapat dipercepat.

Ketua Pengadilan dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari
setelah diterimanya permohon-
an tersebut dalam ayat (1) me-
_ngeluarkan suatu penetapan
tentang dikabulkan atau tidak-
nya permohonan tersebut.

(3) Penetapan tersebut pada ayat
(2) tidak dapat dimohonkan
banding. '

(2

~—

Pasal 99

(1) »Pemeriksaén dengan acara
cepat dilakukan dengan Hakim
Tunggal.

~(2) Dalam hal permohonan terse-

but dalam pasal ‘98 ayat (1)
dikabulkan, Ketua Pengadilan




|
|
|
|
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dalam jangka waktu 7 (tujuh)
hari setelah dikeluarkannya
penetapan tersebut pada pasal
98 ayat (2) menentukan hari,
tempat dan waktu sidang
tanpa melalui prosedur peme-
riksaan persiapan dimaksud
dalam pasal 63.

(3) Tenggang-tenggang waktu
untuk jawaban maupun pem-
buktian bagi kedua belah pihak,
masing-masing ditentukan
tidak boleh melebihi jangka
waktu 14 (empat belas) hari.

Bagian Ketiga
Pembuktian
Pasal 100

(1) Alat bukti ialah :
a. surat atau tulisan;
b. keterangan ahli;
c. keterangan saksi;
d. pengakuan para pihak.

(2) Hakim menentukan beban
pembuktian beserta penilaian
pembuktian dan untuk sahnya
pembuktian diperlukan seku-
rang-kurangnya 2 (dua) alat
bukti  berdasarkan keyakinan
hakim.

(3) Keadaan yang telah diketahui
oleh umum, tidak perlu dibukti-
kan.

Pasal 101

Surat sebagai alat bukti dibagi atas
tiga jenis ialah : '

a. akta otentik, yaitu surat yang di-
buat oleh atau di hadapan se-
orang pejabat umum, yang me-
nurut peraturan perundang-
undangan berwenang untuk
membuat surat itu dengan mak-
sud untuk dipergunakan sebagai
alat bukti tentang peristiwa
atau peristiwa hukum yang ter-
cantum di dalamnya;

b. akta di bawah tangan, yaitu
surat yang dibuat dan ditanda-
tangani oleh pihak-pihak yang
bersangkutan sendiri dengan
maksud untuk dipergunakan
sebagai alat bukti tentang suatu
peristiwa atau suatu peristiwa
hukum yang tercantum di da-
lamnya;

c. surat-surat lainnya yang bukan
akta.

Pasal 102

(1) Keterangan ahli adalah penda-
pat orang yang diberikan di
bawah sumpah dalam persi-
dangan tentang yang ia ketahui
menurut pengalaman dan pe-
ngetahuannya.

(2) Seseorang yang tidak dapat
menjadi saksi tidak dapat pula
memberikan keterangan ahli.

Pasal 103

(1) Atas permintaan kedua pihak
atau salah satu pihak atau ka-
rena jabatannya Hakim dapat
menuntuk seorang atau bebe-
rapa orang ahli,

(2) Seorang ahli dalam persidang-
an harus memberi laporan,
baik dengan surat maupun
dengan lisan, yang dikuatkan
dengan sumpah atau janji
menurut kebenaran sepanjang
pengetahuannya yang sebaik-
baiknya. -

Pasal 104

Keterangan saksi dianggap sebagai
alat bukti apabila keterangan itu
berkenan dengan hal yang dialami,
dilihat atau didengar oleh saksi
sendiri.

Pasal 1 05

Pengakuan para pihak tidak dapat
ditarik kembali kecuali berdasar-
kan alasan yang kuat dan dapat di-
terima oleh Hakim.
Bagian Keempat
- Putusan Pengadilan
' Pasal 106 ‘ ’

(1) Putuéan Pengadilan harus di-
ucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum.

(2) Apabxla salah satu plhak atau

kedua pihak tidak hadir pada

" waktu putusan diucapkan, atas
perintah Hakim salinan putus-
an itu disampaikan dengan
surat tercatat kepada yang
’ bersangkutan.

(3) Tidak dlpenuln ketentuan se-
bagaxmana dimaksud ayat (1),
putusan tidak sah dan tidak
mempunyal kekuatan hukum.
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Pasal 107

(1) Pihak yang dikalahkan sengke-
tanya untuk seluruhnya atau se-
bagian, - dihukum membayar
biaya perkara. "

(2) Dalam hal ada putusan yang
bukan putusan akhir, ketetap-
an tentang biaya perkara di-
tangguhnya sampai dijatuhkan
putusan akhir.

Pasal 108

Yang termasuk dalam biaya per-
kara ialah : .

a. biaya kepaniteraan dan biaya
materai yang perlu dipakai da-
lam sengketa itu;

b. biaya saksi, ahli, dan alih ba-

. hasa, dengan pengertian bahwa

yang meminta - pemeriksaarn
lebih dari lima saksi harus
membayar - untuk saksi yang
" lebih itu, meskipun pihak itu
‘menang sengketanya;

c. biaya pemeriksaan di lain tem-

. ‘pat daripada ruangan sidang
-dan biaya lain yang diperlukan
bagi pemutusan sengketa atas
perintah Hakim;

d. biaya untuk petugas yang di-

suruh melakukan panggilan dan
pemberitahuan;

e. biaya yang harus dibayar ke-
pada panitera atau pegawai lain
berhubung dengan hal ‘menja-
lankan putusan berdasarkan
peraturan perundang-undang-
an. .
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Pasal 109

Besarnya biaya perkara yang harus
dibayar oleh penggugat dan/atau
tergugat disebut dalam amar pu-
tusan.

Pasal 110

(1) Putusan harus memuat :

a. DEMI KEADILAN BERDA-
SARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA;

b. nama, kewarganegaraan,
tempat  kediaman/tinggal
atau tempat kedudukan dari
masing-masing pihak yang
bersengketa;

c. ringkasan yang jelas dari
gugatannya dan jawaban
tergugat;

d. pertimbangan dan penilaian
dari tiap-tiap bukti yang di-
ajukan dan hal yang terjadi
dalam persidangan selama
sengketa itu  diperiksa;

e. alasan hukum yang menjadi
dasar putusan; _

f. amar putusan tentang seng-
keta dan biaya perkaranya;

g. hari, tanggal putusan, nama
Hakim yang memutus serta
Hakim anggota yang ber-
halangan hadir, nama Pani-
tera, serta hadir atau tidak-
nya para pihak;

(2) Tidak dipenuhi salah satu ke-
tentuan sebagaimana dimak-
sudkan ayat (1) dapat menye-
babkan batalnya  putusan
demi hukum.

3)

(4)

(5)

(1

@)

(1)

Selambat-lambatnya 30 (tiga -

puluh) hari sesudah putusan
diucapkan, putusan harus di-
tandatangani oleh Hakim yang
memutus dan Panitera yang
turut bersidang.

Apabila Ketua Majelis berha-
langan menandatangani, maka
putusan
oleh Ketua Pengadilan yang
menyatakan  berhalangannya
Ketua Majelis.

Apabila anggota Hakim Majelis
berhalangan menandatangani,
maka putusan ditandatangani
Ketua Majelis yang menyata-
kan berhalangannya anggota
Hakim Majelis tersebut.

Pasal 111

Putusan Hakim yang bukan
putusan akhir meskipun di-
ucapkan dalam sidang, tidak
dibuat sebagai putusan ter-
sendiri melainkan hanya ditulis
dalam berita acara pemeriksa-
an sidang.

Para pihak yang berkepenting-
an langsung dengan putusan,
dapat meminta supaya diberi-
kan kepadanya salinan resmi
dari putusan itu dengan mem-
bayar biaya salinan itu.

Pasal 112

Pada setiap pemeriksaan, Pa-
nitera harus membuat berita
acara pemeriksaan sidang yang
memuat segala sesuatu yang
terjadi di dalam sidang.

ditandatangani

(2) Betita acara sidang "ditanda-

@)

tangani oleh Hakim Ketua
Sidang dan Panitera, kecuali

apabila salah

mereka berhalangan, maka
hal itu dinyatakan dalam berita
acara tersebut.

Apabila Hakim Ketua Sidang
atau Panitera berhalangan
menandatangani, maka berita
acara ditandatangani oleh Ke-
tua Pengadilan yang menyata-
kan berhalangannya Hakim
Ketua Sidang atau Panitera

- tersebut. -

Bagian Kelima

. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pasal 113

Hanya putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum
tetap yang dapat dilakukan pelak-

sanaannya.

(1)

Pasal 114
Putusan Pengadilan Tata Usaha

 Negara yang telah mempu-

nyai kekuatan hukum tetap,
dikirimkan kepada pihak-pihak
dengan surat tercatat oleh
Panitera Pengadilan Tata Usa-
ha Negara setempat atas perin-

; tah Ketua Pengadilan yang

mengadilinya dalam tingkat

. pertama.

(2)

Dalam hal putusan dimaksud
ayat (1) berisi kewajiban bagi
tergugat seperti yang tercan-

seorang  dari
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tum dalam pasal 97 ayat (9),
ayat (10, “ayat (11), tergugat
- atau pihak lain, dapat mengaju-

" kan perlawanan atas pelaksana-

an putusan tersebut kepada
Pengadilan Tata Usaha Negara
yang memeriksa sengketa

... tersebut dalam tingkat per-

@)

(4)

putusan.

(1)

tama.

Perlawanan sebagaimana di-
maksud ayat (2) dalam jangka
waktu 14 (empat belas) hari
harus diberitahukan kepada
Ketua Pengadilan yang semula
memutuskan sengketa - terse-
but.

Perlawanan dapat mengakibat-
kan ditundanya pelaksanaan

. Pasal 115

Dalam hal penggugat dime-
nangkan dan tergugat ditetap-
kan harus melakukan suatu
atau beberapa tindakan ter-
tentu dan kemudian ternyata

', tindakan ini tidak dilaksanakan,

penggugat mengajukan permo-
honan kepada Ketua Pengadil-
an dimaksudkan pasal 114
ayat. (1) dengan lisan atau
tertulis untuk. dilaksanakan-
nya putusan Pengadilan ter-

. sebut.

@)

3)

Ketua Pengadilan memberita-
hukan permohonan dimaksud-
kan ayat (1) kepada tergugat.

Jika tergugat tetap tidak mau

" melaksanakannya, Ketua Peng-

adilan mengajukan hal ini ke-

j—-—
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pada instansi atasannya ment- ganti kerugian tersebut. atau tergugat kepada Pengadilan kepada kedua belah pihak bah-
rut jenjang jabatan, dan akhir- (3) Besarnya ganti kerugian se- A .

. : . Tinggi Tata Usaha Negara. wa mereka dapat melihat ber-
nya kepada Presiden sebagal bagai pelaksanaan ketentuan kas sengketa di kantor Peng.
pemegang lfekuasaan pemerin- pasal 97 ayat (10) akan diatur . Pasal 119 adilan Tata Usaha Negafa
tah tertfnggl. ) lebih l.anJut dengan Peraturan (1) Permohonan untuk pemeriksa- dalam tenggang waktu 30 (tiga

(4) Instansi atasan dimaksud ayat Pemerintah. ‘an banding disampaikan secara puluh) hari setelah diterima
(3) atau Presiden memerintah- ) ) tertulis oleh pemohon atau pemberitahuan.
kan kep_ada Pejabat setiag(azl- Bagian Ketujuh kuasanya yang khusus dikuasa- (2) Salinan putusan, berita acara,
mana  dimaksudkan ayat ) Rehabilitasi kan untuk mengajukan permo- dan surat lain yang bersangkut-
untuk {nelaksangkan putusan Pasal 117 honan itu kepada Pengadilan an harus dikirim kepada Pani-
Pengadilan tersebut. N asa. Tata Usaha Negara yang men- tera Pengadilan Tinggi selam-
(5) Apabila putusan 'Pengadlla.n (1) Dalam hal gugatan yang ber- jatuhkan putusan dalam teng- bat-lambatnya 60 {enam puluh)
telah mempunyai kekuatan kaitan dengan bidang kepega- gang waktu 14 (empat belas) hari sesudah pernyataan per-
hukum tetap, dan telah lelwat waian dikabulkan sesuai de- hari setelah putusan tersebut mohonan banding.
jangka waktu 4 (empat) bulan, ngan ketentuan pasal 97 ayat diberitahukan kepada yang ber- . )
A tergugat tidak melagksanakafl (11), salinan putusan yang ber- . sangkutan secara sah. ) f;dgzgﬁ?l;aiﬁztg g:;nig;?a
\ ke;ap'zax:lnayl'a sebagsmga';laa d;; isi .kew:ajib.an tentang reha_b ili- (2) Permohonan banding disertai memori banding serta surat
maksu aka k amt pas tat us:ha tasi diberikan kepada p‘,hak pembayaran lebih dahulu uang keterangan dan bukti kepada
(9), maka kepu us?;aka a penggugat dalam waktu 3 (tiga) muka biaya perkara banding, Panitera Pengadilan Tata
negara tersebut hicalk mempu- hari setelah putusan mempu- yang harus ditaksir oleh Pani- Usaha Negara dengan ketentu-
! nyai kekuatan hukum lagi. nyai .kek.uatan hukum tetap tera. an bahwa salinan memori dan
Bagian Keenam da’f diberitahukan kepadany a: . Pasal 120 kontra memori diberikan ke-
&l (2) Salinan putusan yang berisi pada para plhak deng&n peran-
! Ganti Kerugian kewajiban tentang rehabilitasi Putusan Pengadilan yang bukan tara Panitera Pengadilan Tata
. ' sebagaimana - dimaksudkan putusan akhir hanya dapat dimo- Usaha Negara.
Posal 116 ayat (1), oleh Pengadilan harus honkan pemeriksaan banding ber-
(1) Salinan putusan yang berisi dikirimkan pula kepada Badan sama-sama dengan putusan akhir. Pasal 123
f’ kewajiban pemberian ganti ke- Tata Usaha Negara yang dibe- Pasal 121 (1) Pengadilan Tinggi memeriksa
rugian diberikan kepada pihak bani kewajiban melaksanakan dan memutus sengketa banding
penggugat dalam waktu 3 (tiga) rehabilitasi tersebut. (1) Permohonan banding dicatat dengan  sekurang-kurangnya
‘hari setelah putusan mempu- oleh Panitera dalam daftar 3 (tiga) orang Hakim.
nyai kekuatan hukum tetap Bagian Kedelapan perkara. (2) Apabila Pengadilan Tinggi ber-
dan diberitahukan kepadanya' Pemeriksaan Dalam Tingkat (2) Panitera memberitahukan hal pendapat bahwa pemeﬁksaan
(2) Salinan putusan yang berisi Banding tersebut kepada pihak lawan. kurang lengkap maka Pengadil-
kewajiban pemberian ganti ke- Pasal 118 Pasal 122 an Tinggi dapat mengadakan
rugian sebagaimana dimaksud- sidang sendiri untuk mengada-
kan ayat (1), oleh Pengadilan Terhadap putusan Pengadilan (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga " kan pemeriksaan tambahan
harus dikirimkan pula kepada  Tata Usaha Negara dapat diminta- puluh) hari sesudah permohon- atau memerintahkan Pengadil-
Badan Tata Usaha Negara yang kan banding oleh penggugat an pemeriksaan banding dica- an Tata Usaha Negara yang me-
dibebani kewajiban membayar - ’ tat, Panitera memberitahukan 7 _
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meriksa untuk melaksanakan-
nya.

(3) Terhadap putusan Pengadilan
Tata Usaha Negara yang me-
nyatakan tidak berwenang
memeriksa sengketa yang di-
ajukan kepadanya, sedang
Pengadilan Tinggi berpendapat
lain, Pengadilan Tinggi dapat
memutus sendiri sengketa ter-
sebut atau memerintahkan
Pengadilan Tata Usaha Negara
yang bersangkutan memutus
sengketa tersebut.

(4) Panitera Pengadilan Tinggi da-
lam waktu 30 (tiga puluh) hari
mengirim salinan putusan be-
serta dengan surat pemeriksa-
an dan surat lain kepada Peng-
adilan yang memutus dalam
pemeriksaan tingkat pertama.

Pasal 124

(1) Ketentuan sebagaimana di-
maksudkan Pasal 77 dan Pasal
78 berlaku juga bagi pemeriksa-
an sengketa di tingkat banding.

(2) Hubungan keluarga sebagai-
mana dimaksudkan Pasal 78
ayat (1} berlaku juga antara
Hakim dan atau Panitera ting-
kat banding dengan Hakim
atau Panitera tingkat pertama
yang telah mengadili sengketa
yang sama.

(3) Jika seerang Hakim yang me-
mutus dalam tingkat pertama
kemudian telah menjadi Hakim
pada  Pengadilan  Tinggi,

maka Hakim tersebut dilarang
memeriksa sengketa yang sama
dalam tingkat banding.

Pasal 125

(1) Sebelum permohonan banding
diputus oleh Pengadilan Tinggi
maka permohonan tersebut
dapat dicabut kembali oleh
pemohon, dan dalam hal per-
mohonan banding telah dicabut
tidak dapat diajukan lagi mes-
kipun jangka waktu banding
belum lampau.

{2) Apabila pencabutan kembali
sebagaimana dimaksudkan ayat
(1) dilakukan sebelum berkas
sengketa dikirim ke Pengadilan
Tinggi, maka berkas sengketa
tidak dikirim ke Pengadilan

Tinggi.
Pasal 126

Dalam hal salah satu pihak sudah
menerima baik suatu putusan, ia
tidak dapat mencabut kembali per-
nyataan tersebut meskipun jangka
waktu untuk banding belum lam-
pau. i

Bagian Kesembilan
Ketentuan-ketentuan Lain

Pasal 127

Ketua Pengadilan mengatur pem-
bagian tugas para Hakim.

Pasal 128

Ketua Pengadilan membagikan ke-
pada Majelis Hakim untuk disele-

saikan semua berkas dan atau
surat-surat lainnya yang berhu-
bungan dengan sengketa yang di-
ajukan ke Pengadilan.

Pasal 129

Dalam hal Pengadilan mengadili
sengketa tata usaha negara ter-
tentu yang memerlukan keahlian
khusus, maka Ketua Pengadilan
dapat menunjuk seorang Hakim
Ad. Hoc sebagai anggota Majelis
yang mengadili sengketa tersebut.

Pasal 130

Ketua Pengadilan menetapkan
sengketa yang harus diadili berda-
sarkan nomor urut, tetapi apabila
terdapat sengketa tertentu yang
menyangkut kepentingan umum
harus segera diadili, maka sengke-
ta itu didahulukan.

Pasal 131

Hakim wajib mengawasi kesempur-
naan pelaksanaan putusan Peng-
adilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap.

Pasal 132

Panitera Pengadilan bertugas me-
nyelenggarakan administrasi seng-
keta dan mengatur tugas Wakil
Panitera, para Panitera Muda dan
para Panitera Pengganti,

Pasal 133

Panitera, Panitera Muda dan Pani-
tera Pengganti bertugas membantu
Hakim untuk mengikuti dan men-
catat jalan sidang Pengadilan.
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Pasal 134

(1) Panitera wajib membuat daftar
dari semua sengketa yang di-
terima di Kepaniteraan.

(2) Dalam daftar sengketa terse-
but, untuk tiap-tiap sengketa
diberi nomor urut dan dibubuhi
catatan singkat tentang isinya.

Pasal 135

Panitera membuat salinan putusan
menurut ketentuan undang-undang
yang berlaku.

Pasal 136

(1) Panitera  bertanggung-jawab
terhadap pengurusan berkas
perkara, putusan, dokumen,
akta, buku daftar, biaya per-
kara, uang titipan pihak ketiga,
surat-surat berharga, barang
bukti dan surat-surat lainnya
yang disimpan di Kepanitera-
an,

(2) Semua daftar, catatan, risalah,
berita acara serta berkas seng-
keta tidak boleh dibawa ke luar
dari ruang kerja Kepanitera-
an, kecuali atas izin Ketua
Pengadilan berdasarkan ke-
tentuan peraturan undang-
undang.

BABYV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 137

(1) Sengketa tata usaha negara
yang pada saat terbentuknya
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Pengadilan Tata Usaha Negara
menurut undang-undang ini
belum diputus oleh Pengadilan
di Lingkungan  Peradilan
Umum, tetap diperiksa dan di-
putus oleh Pengadilan di Ling-
kungan Peradilan Umum.

(2) Sengketa tata usaha negara
yang pada saat terbentuknya
Pengadilan Tata Usaha Negara
menurut undang-undang ini
sudah diajukan, tetapi belum
diadili oleh Pengadilan di Ling-
kungan Peradilan Umum, di-
limpahkan kepada Pengadilan
Tata Usaha Negara.

Pasal 138

Untuk pertama kali pada saat

undang-undang ini berlaku diben-

tuk Pengadilan Tata Usaha Negara

di:

1. Medan, yang daerah hukumnya
sementara meliputi Propinsi
Aceh, Sumatera Utara, Suma-
tera Barat, dan Riau;

2. Palembang, yang daerah hu-
kumnya sementara meliputi
Propinsi  Jambi, Sumatera
Selatan, Bengkulu, dan Lam-
pung;

3. Jakarta, yang daerah hukum-
nya sementara meliputi Propinsi
Daerah, Khusus Ibu Kota,
Jawa Barat, Jawa Tengah,
D.I. Yogyakarta, dan Kaliman-
tan Barat;

4. Surabaya, yang daerah hukum-
nya sementara meliputi Propinsi

Jawa Timur, Bali, Nusa Teng-
gara Barat, Nusa Tenggara
Timur, dan Timor Timur;

5. Banjarmasin, yang daerah hu-
kumnya sementara meliputi
Propinsi Kalimantan Tengah,
Kalimantan Selatan, dan Kali-
maritan Timur;

6. Ujung Pandang, yang daerah-
hukumnya sementara meliputi
Propinsi Sulawesi Utara, Sula-
wesi Tenggara, Sulawesi Te-
ngah, Sulawesi Selatan, Maluku
dan Irian Jaya;

Pasal 139

Untuk pertama kali pada saat
undang-undang ini berlaku, di-
bentuk Pengadilan Tinggi. Tata
Usaha Negara di :

1. Jakarta, yang daerah hukumnya
meliputi Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, Palembang,
dan Jakarta;

2. Ujung Pandang, yang daerah
hukumnya meliputi Pengadilan
Tata Usaha Negara Surabaya,
Banjarmasin, dan Ujung Pan-
dang,.

Pasal 40

{1) Menteri Kehakiman setelah
mendengar pendapat Ketua
Mahkamah Agung mengatur
lebih lanjut pengisian Jabatan
Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera, Wakil Panitera, Pa-
nitera Muda, Panitera Peng-
ganti dan Wakil Sekretaris

pada Pengadilan Tata Usaha
Negara dan pada Pengadilan
Tinggi Tata Usaha Negara.

(2) Pengangkatan jabatan-jabatan
Ketua, Wakil Ketua, Hakim,
Panitera, Wakil Panitera, Pani-
tera Muda, Panitera Pengganti
dan Wakil Sekretaris sebagai-
mana dimaksud dalam ayat (1)
dapat menyimpang dari per-
syaratan-persyaratan yang di-
tentukan  dalam  undang-
undang ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 141

Saat mulai berlakunya Undang-
undang ini ditetapkan lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

Agar setiap orang mengetahui,
memerintahkan  -pengundangan
Undang-undang ini dengan penem-
patannya dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia.
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